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LAMPIRAN 

1. Pedoman Wawancara 

INFORMAN INDIKATOR 

KOLABORASI 

PERTANYAAN 

Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang Kota 

Jambi. 

Integrasi Proses 

Kerja 

Bagaimana proses kerja di Dinas 

PUPR terintegrasi dengan instansi 

lain dalam pelayanan PBG? 

Apakah terdapat standar operasional 

prosedur (SOP) yang mengatur 

integrasi proses kerja antara Dinas 

PUPR dengan instansi terkait? 

Bagaimana Dinas PUPR memastikan 

kelancaran alur kerja antar instansi 

dalam penyelesaian izin PBG? 

Tantangan apa saja yang dihadapi 

Dinas PUPR dalam 

mengintegrasikan proses kerja 

dengan instansi lain, dan bagaimana 

upaya untuk mengatasinya? 

 

 

Komunikasi Antar 

Instansi 

Bagaimana mekanisme komunikasi 

antara Dinas PUPR dan instansi lain 

dalam proses pelayanan PBG? 

Seberapa sering koordinasi dilakukan 

dengan instansi terkait, dan apakah 

ada platform khusus yang digunakan 

untuk komunikasi? 

Apa saja kendala utama dalam 

komunikasi antar instansi yang 

mempengaruhi kelancaran proses 
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pelayanan PBG? 

Apakah Dinas PUPR memiliki 

strategi atau inisiatif untuk 

memperbaiki komunikasi dan 

koordinasi antar instansi dalam 

pelayanan PBG? 

 

  

Bagaimana Dinas PUPR 

menyediakan dukungan teknis dan 

administratif kepada instansi lain 

dalam proses pelayanan PBG? 

Apakah Dinas PUPR menerima 

dukungan yang memadai dari 

instansi lain dalam penyelesaian 

tugasnya terkait pelayanan PBG? 

Apa peran teknologi informasi dalam 

mendukung mekanisme kerja dan 

kolaborasi antara Dinas PUPR 

dengan instansi terkait? 

Bagaimana mekanisme monitoring 

dan evaluasi dukungan antar instansi 

dalam proses PBG, dan bagaimana 

hasil evaluasi tersebut digunakan 

untuk perbaikan ke depan? 

 

INFORMAN INDIKATOR 

KOLABORASI 

PERTANYAAN 

Kepala Dinas 

Penanaman Modal 

dan Pelayanan 

Terpadu Satu 

Integrasi Proses 

Kerja 

Bagaimana proses kerja di Dinas 

PTSP terintegrasi dengan instansi 

lain dalam pelayanan PBG? 
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Pintu Kota Jambi Apakah terdapat standar operasional 

prosedur (SOP) yang mengatur 

integrasi proses kerja antara Dinas 

PTSP dengan instansi terkait? 

Bagaimana Dinas PTSP memastikan 

kelancaran alur kerja antar instansi 

dalam penyelesaian izin PBG? 

Tantangan apa saja yang dihadapi 

Dinas PTSP dalam mengintegrasikan 

proses kerja dengan instansi lain, dan 

bagaimana upaya untuk 

mengatasinya? 

 

 

Komunikasi Antar 

Instansi 

Bagaimana mekanisme komunikasi 

antara Dinas PTSP dan instansi lain 

dalam proses pelayanan PBG? 

Seberapa sering koordinasi dilakukan 

dengan instansi terkait, dan apakah 

ada platform khusus yang digunakan 

untuk komunikasi? 

Apa saja kendala utama dalam 

komunikasi antar instansi yang 

mempengaruhi kelancaran proses 

pelayanan PBG? 

Apakah Dinas PTSP memiliki 

strategi atau inisiatif untuk 

memperbaiki komunikasi dan 

koordinasi antar instansi dalam 

pelayanan PBG? 

 

 

Mekanisme Bagaimana Dinas PTSP 
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Dukungan menyediakan dukungan teknis dan 

administratif kepada instansi lain 

dalam proses pelayanan PBG? 

Apakah Dinas PTSP menerima 

dukungan yang memadai dari 

instansi lain dalam penyelesaian 

tugasnya terkait pelayanan PBG? 

Apa peran teknologi informasi dalam 

mendukung mekanisme kerja dan 

kolaborasi antara Dinas PTSP 

dengan instansi terkait? 

Bagaimana mekanisme monitoring 

dan evaluasi dukungan antar instansi 

dalam proses PBG, dan bagaimana 

hasil evaluasi tersebut digunakan 

untuk perbaikan ke depan? 
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LAMPIRAN 

1. Surat Izin Penelitian 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi  dan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi 
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2. Surat Balasan Penelitian 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi 
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi   
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3. Dokumentasi Penelitian dan Wawancara 

Ibu Febrianty (Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian).  

(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi) 
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Bapak Zaidulbarnan (Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan 

Pembangunan, dan Lingkungan).  

(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi) 
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